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Sale of Inherited Land Without Heirs' Agreement: Analysis of the Basic Agrarian Law in
Margorahayu Village, Mesuji

Abstract. This study examines how the practice of selling inherited land without the consent of all
heirs occurred in Margorahayu Village and analyzes its legal implications under the Undang-Undang
Pokok Agraria. Field findings show that the disputed land remains part of an undivided estate (boedel
waris) and has never been formally distributed among the heirs. Nevertheless, one of the heirs
unilaterally sold the land through a private agreement acknowledged only by village officials, without
executing an authentic deed before a Land Deed Official (PPAT). This action triggered family conflict
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and created uncertainty regarding the legal status of ownership. The research applies an empirical
juridical approach with a qualitative descriptive method, drawing on field observations, in-depth
interviews, and document analysis. The data are examined by assessing whether the material and
formal requirements for the transfer of land rights were fulfilled, in light of theories of authority and
legal certainty. The findings indicate that the transaction suffers from a defect of authority because it
lacked the consent of all co-heirs and failed to meet formal legal requirements, thereby rendering it
legally voidable and highlighting the gap between local social practices and the national land law
system.

Keywoards: Heirs, Inheritance Land, UUPA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik penjualan tanah warisan tanpa
persetujuan seluruh ahli waris terjadi di Desa Margorahayu serta bagaimana implikasi hukumnya jika
ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan temuan di lapangan, tanah yang
menjadi objek sengketa masih berstatus boedel waris dan belum pernah dibagi secara resmi, namun
salah satu ahli waris tetap menjualnya secara sepihak dengan surat di bawah tangan yang hanya
diketahui aparat desa tanpa dibuatkan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tindakan
tersebut memicu konflik di antara anggota keluarga dan menimbulkan ketidakpastian mengenai status
kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif
kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menilai
terpenuhi atau tidaknya syarat materil dan formil peralihan hak atas tanah serta dikaitkan dengan
teori kewenangan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut
mengandung cacat kewenangan karena tidak mendapat persetujuan seluruh pemilik bersama dan
tidak memenuhi syarat formil berupa akta otentik, sehingga secara hukum berpotensi dibatalkan, yang
pada akhirnya memperlihatkan adanya perbedaan antara praktik sosial di tingkat desa dengan
ketentuan hukum pertanahan nasional.

Kata Kunci: Ahli Waris, Tanah Warisan, UUPA

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset paling fundamental dalam kehidupan
manusia karena memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan kultural yang berperan penting
dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, tanah
menempati posisi strategis sebagai ruang bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat. Kepemilikan tanah sering kali menjadi ukuran kesejahteraan dan
stabilitas ekonomi, baik dalam masyarakat agraris maupun masyarakat modern
(Hasan, 2025).

Hukum Islam merupakan suatu landasan perkara agar bisa mendapatkan
kepastian hukum (Eka Fitriana & dan Ita Dwilestari, 2017). Secara sosial di Indonesia
mengalami dinamika yang cukup keras (Putri & Hasanah, 2025). Dalam konteks
hukum waris, ketentuan ini memiliki relevansi penting karena tanah warisan
termasuk dalam kategori hak milik yang diwariskan secara kolektif kepada seluruh
ahli waris. Sebelum dilakukan pembagian secara resmi, tanah warisan masih
berstatus sebagai milik bersama (boedel waris), sehingga setiap tindakan hukum atas
tanah tersebut harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris (Haspari, 2025).
Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, di
mana salah satu ahli waris menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan atau
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persetyjuan ahli waris lainnya. Tindakan semacam ini tidak hanya bertentangan
dengan Pasal 26 ayat (1) UUPA, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum
karena mengabaikan hak keperdataan ahli waris lainnya yang memiliki bagian yang
sama atas objek warisan tersebut (Amran, 2025).

Sengketa tanah warisan bukanlah hal yang jarang ditemui, baik di desa maupun
di kota. Dalam banyak kasus, tanah tidak hanya dipandang sebagai harta bernilai
ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedudukan keluarga. Karena itu, ketika pewaris
meninggal dunia dan meninggalkan lebih dari satu ahli waris, potensi perselisihan
sering muncul. Masalah biasanya semakin rumit ketika ada salah satu ahli waris yang
secara sepihak menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli
waris lainnya (Wihelmus et al., 2025).

Jika dilihat dari sisi hukum, pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia
mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria yang menekankan pentingnya
kepastian hukum dan tertib administrasi. Dalam hukum waris, sebelum dilakukan
pembagian secara resmi, harta peninggalan masih menjadi milik bersama seluruh ahli
waris atau dikenal dengan istilah boedel waris. Artinya, setiap tindakan hukum
terhadap tanah warisan, termasuk jual beli, seharusnya melibatkan dan mendapatkan
persetujuan dari semua pihak yang berhak atas harta tersebut (Rahmasari et al., 2022)

Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut masih kerap terjadi, seperti kasus di Desa Margorahayu,
Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Dalam kasus tersebut, salah satu
ahli waris menjual tanah warisan kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris
lainnya, sehingga menimbulkan konflik keluarga dan permasalahan hukum
mengenai keabsahan transaksi tersebut. Kasus ini mencerminkan adanya
kesenjangan antara norma hukum agraria yang berlaku dengan praktik masyarakat
di lapangan, serta menunjukkan lemahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap
prosedur formal jual beli tanah warisan. Masyarakat sering kali lebih mengedepankan
asas kekeluargaan dan kesepakatan lisan tanpa memperhatikan validitas hukum
formal yang menjadi dasar perlindungan hak kepemilikan tanah. Akibatnya, banyak
transaksi yang secara sosial dianggap sah, tetapi secara yuridis tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat (Waris, 2025).

Beberapa Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Purnawan, 2020) “Analisis
Yuridis Mengenai Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Ahli
Waris Yang Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Blitar No. 27/pdt. g/ 2013/
pn. Blt.) pada tahun 2022, menunjukkan bahwa penjualan tanah warisan memiliki
konsekuensi hukum yang signifikan terhadap hak seluruh ahli waris. Setiap ahli waris
memiliki hak kepemilikan yang melekat, sehingga penjualan tanah warisan hanya sah
jika seluruh ahli waris hadir dan memberikan persetujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Patma et al., 2021) dalam karyanya Kedudukan
Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Terhadap Harta Warisan
Yang Belum Dibagi. Menganalisis secara mendalam mengenai kedudukan hukum
perjanjian jual beli yang dilakukan oleh salah satu ahli waris terhadap harta warisan
yang belum dilakukan pembagian. Penelitian ini menekankan bahwa apabila salah
satu ahli waris menjual tanah warisan tanpa memperoleh persetujuan dari seluruh
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ahli waris yang lain, maka tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang
signifikan.

Penelitian Selanjutnya (Alfarisy, 2022) dalam karyanya Jual Beli Hak Waris Atas
Warisan Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam pada
tahun 2021, meneliti secara komprehensif mengenai transaksi jual beli hak waris yang
berkaitan dengan harta peninggalan yang belum dibagi. Penelitian ini membahas
aspek hukum dari dua perspektif sekaligus, yakni hukum perdata nasional dan
hukum waris Islam, untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian jual beli
tersebut.Hasil kajian menunjukkan bahwa apabila transaksi jual belidilakukan tanpa
memperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris yangberhak, maka perjanjian
tersebut dianggap tidak sah atau ilegal baik menurut hukum perdata maupun hukum
Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas sengketa waris dari perspektif
hukum Islam dan hukum perdata, namun belum banyak yang secara spesifik
mengkaji praktik jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dalam
perspektif hukum agraria dan implementasinya di tingkat desa. Kebaruan penelitian
ini terletak pada analisis empiris terhadap praktik jual beli tanah warisan di Desa
Margorahayu Mesuji serta pengujiannya terhadap ketentuan agraria yang berlaku.

Penelitian ini menjadi penting karena mengangkat persoalan yang nyata terjadi
di masyarakat, khususnya terkait penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh
ahli waris yang sering dianggap sah secara sosial, tetapi bermasalah secara hukum.
Sedangkan kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis empiris
terhadap praktik penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dalam
perspektif Undang-Undang Pokok Agraria yang secara langsung dikaji pada konteks
sosial masyarakat desa, yaitu di Desa Margorahayu. Berbeda dengan penelitian
terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada kajian normatif hukum perdata atau
hukum Islam, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan yuridis empiris untuk
menguji kesenjangan antara norma agraria nasional dengan praktik sosial di tingkat
lokal. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan transaksi secara teoritis, tetapi
juga mengungkap dinamika sosial, legitimasi aparat desa, serta konstruksi
pemahaman hukum masyarakat terhadap status boedel waris.

Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik penjualan tanah warisan tanpa
kesepakatan ahli waris, yang terjadi di Desa Margorahayu Kabupaten Mesuji, serta
untuk melihat implikasi hukum terhadap status kepemilikan tanah warisan yang di
jual tanpa persetujuan ahli waris menurut hukum positif UUPA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya
mengkaji norma hukum yang mengatur tentang jual beli tanah dan kewarisan, tetapi
juga melihat secara langsung bagaimana praktik tersebut terjadi di masyarakat
(Sugiyono, 2013). Penelitian dilaksanakan di Desa Margorahayu, Kabupaten Mesuji,
dengan fokus pada satu kasus penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli
waris. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025, dimulai dari tahap observasi
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awal, pengumpulan data lapangan, hingga analisis dan penyusunan laporan
penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara
mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu ahli waris yang
menjual tanah, ahli waris yang tidak menyetujui penjualan, pihak pembeli, saksi jual
beli, serta aparatur desa yang mengetahui proses transaksi tersebut. Selain
wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi fisik tanah warisan
yang menjadi objek sengketa dan situasi sosial yang muncul akibat transaksi tersebut.
Data dokumentasi dikumpulkan berupa surat keterangan waris, bukti kepemilikan
tanah, surat perjanjian jual beli (jika ada), serta dokumen administrasi desa yang
berkaitan dengan tanah tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, literatur hukum agraria, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan
dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik Penjualan Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di
Desa Margorahayu Mesuji

Penelitian yang dilakukan di Desa Margorahayu Kabupaten Mesuji
menunjukkan bahwa praktik penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli
waris masih terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Tanah yang menjadi
objek sengketa merupakan harta peninggalan orang tua para ahli waris yang telah
meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya (Diki, 2026). Setelah pewaris
meninggal dunia, tidak pernah dilakukan pembagian waris secara resmi, baik melalui
kesepakatan keluarga maupun melalui penetapan pengadilan. Kondisi ini
menyebabkan status kepemilikan tanah tetap tercatat atas nama pewaris dan belum
dialihkan secara administratif kepada para ahli waris.

Secara fakta, tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan secara bergantian oleh
anggota keluarga. Namun, dalam praktiknya tidak terdapat kesepakatan tertulis
mengenai pembagian penguasaan atau pemanfaatan. Situasi ini menciptakan ruang
interpretasi yang berbeda di antara para ahli waris terkait hak dan kewenangan
masing-masing terhadap tanah tersebut. Perbedaan pemahaman inilah yang
kemudian menjadi akar permasalahan ketika salah satu ahli waris melakukan
penjualan secara sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara, (Andriyanto, 2026) selaku ahli waris yang
melakukan penjualan beralasan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak
mendorongnya untuk mengambil langkah tersebut. la merasa memiliki hak untuk
menjual tanah karena menganggap dirinya sebagai pemilik yang sah berdasarkan
hubungan darah dengan pewaris. Dalam pandangannya, hak sebagai ahli waris sudah
cukup untuk melakukan tindakan hukum atas objek warisan, tanpa perlu menunggu
kesepakatan formal dari ahli waris lainnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan
bahwa tidak terdapat persetujuan tertulis maupun kuasa khusus dari seluruh ahli
waris. Bahkan sebagian ahli waris mengaku tidak pernah diberitahu sebelum
transaksi dilaksanakan. Mereka mengetahui adanya penjualan setelah terjadi
pembayaran dan penyerahan tanah kepada pembeli. Kondisi ini menimbulkan
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ketegangan dalam hubungan kekeluargaan karena tindakan tersebut dianggap
mengabaikan hak kolektif yang melekat pada seluruh ahli waris.

Transaksi jual beli dilakukan di hadapan aparat desa dan disaksikan oleh satu
orang saksi, surat pernyataan jual beli dibuat di bawah tangan dan ditandatangani
oleh penjual dan pembeli, serta diketahui oleh kepala desa. Akan tetapi, transaksi
tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Secara sosial, masyarakat menganggap transaksi tersebut telah sah
karena ada kesepakatan dan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Namun secara
hukum, prosedur tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku dalam sistem
hukum pertanahan nasional. Dari sisi (Marwan, 2026) selaku pembeli, diketahui
bahwa pembeli mengetahui status tanah sebagai tanah warisan. Akan tetapi, pembeli
tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh mengenai apakah seluruh ahli waris
telah menyetujui penjualan tersebut. Pembeli beranggapan bahwa pengesahan dari
aparat desa sudah cukup sebagai dasar legalitas transaksi. Sikap ini menunjukkan
adanya pemahaman yang terbatas mengenai prosedur peralihan hak atas tanah
menurut hukum yang berlaku.

Secara sosial, kasus ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat pedesaan,
kepercayaan personal dan legitimasi sosial sering kali lebih dominan dibandingkan
kepatuhan terhadap prosedur hukum formal (Safitri & Amanda, 2025). Aparat desa
dipandang sebagai figur otoritatif yang dapat mengesahkan transaksi, meskipun
kewenangannya dalam sistem pertanahan nasional sebenarnya terbatas pada aspek
administratif, bukan pada pembuatan akta peralihan hak. Dampak dari penjualan
tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Hubungan
antara anggota keluarga menjadi renggang, muncul rasa tidak percaya, serta terjadi
polarisasi dalam keluarga besar. Tanah warisan dalam konteks masyarakat desa
bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas keluarga dan keberlanjutan
generasi. Oleh karena itu, tindakan sepihak terhadap tanah warisan sering dipandang
sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah.

Analisis Penjualan Tanah Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok
Agraria

Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria,
setiap peralihan hak atas tanah harus memenuhi syarat materil dan formil. Syarat
materil berkaitan dengan kewenangan subjek hukum yang melakukan peralihan,
sedangkan syarat formil berkaitan dengan prosedur dan pembuktian hukum atas
peralihan tersebut (Abon et al., 2022). Dalam konteks tanah warisan yang belum
dibagi, seluruh ahli waris secara bersama-sama menjadi pemegang hak atas tanah
tersebut. Masing-masing memiliki bagian ideal (proporsional) atas keseluruhan
objek, bukan bagian fisik tertentu yang dapat ditentukan secara sepihak. Dengan
demikian, tidak ada satu pun ahli waris yang memiliki kewenangan penuh untuk
mengalihkan seluruh objek tanah tanpa persetujuan ahli waris lainnya (Bahri, 2024).

Berdasarkan fakta di lapangan diketahui bahwa tanah warisan masih berstatus
boedel waris dan belum pernah dibagi secara resmi, namun salah satu ahli waris tetap
melakukan penjualan secara sepihak dengan surat di bawah tangan yang hanya
diketahui aparat desa tanpa akta PPAT. Secara normatif, kondisi tersebut
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bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya prinsip bahwa peralihan
hak atas tanah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan harus
memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Arba, 2021). Dalam konteks harta warisan
yang belum dibagi, seluruh ahli waris merupakan pemilik bersama dalam bagian
ideal, sehingga tidak ada satu pun yang memiliki kewenangan penuh untuk
mengalihkan seluruh objek tanpa persetujuan lainnya. Dengan demikian, secara
materil telah terjadi cacat kewenangan karena subjek yang melakukan jual beli tidak
memiliki hak eksklusif atas tanah tersebut.

Selain itu, dari aspek formil, UUPA jo. peraturan pelaksananya mensyaratkan
bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dibuktikan dengan akta
otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar
pendaftaran peralihan hak. Fakta bahwa transaksi hanya dilakukan di bawah tangan
dan tidak didaftarkan ke kantor pertanahan menunjukkan tidak terpenuhinya asas
kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Secara yuridis, perbuatan
tersebut berpotensi dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna, meskipun secara sosial dianggap sah oleh masyarakat. Analisis ini sejalan
dengan pendapat (Wanapertiwi, 2023) yang menegaskan bahwa kepastian hukum
hak atas tanah hanya terwujud melalui sistem pendaftaran tanah yang formal dan
autentik.

Berdasarkan hasil wawancara, ahli waris yang melakukan penjualan beralasan
bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak mendorongnya untuk mengambil
langkah tersebut. Ia merasa memiliki hak untuk menjual tanah karena menganggap
dirinya sebagai pemilik yang sah berdasarkan hubungan darah dengan pewaris.
Dalam pandangannya, hak sebagai ahli waris sudah cukup untuk melakukan
tindakan hukum atas objek warisan, tanpa perlu menunggu kesepakatan formal dari
ahli waris lainnya (Andriyanto, 2026).

Tindakan penjualan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan
seluruh ahli waris lainnya mengandung cacat kewenangan (lack of authority) (Sinaga,
2022). Secara hukum, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melampaui kewenangan (ultra vires), karena subjek yang melakukan perbuatan
hukum tidak memiliki hak penuh atas objek yang diperjualbelikan (Lumempouw,
2017). Akibatnya, perjanjian jual beli tersebut berpotensi untuk dibatalkan apabila
ahli waris lain mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari aspek formil, peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT
dan dituangkan dalam akta otentik sebagai dasar pendaftaran peralihan hak pada
kantor pertanahan. Tidak dibuatnya akta otentik dalam kasus ini menyebabkan
transaksi tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum pertanahan
(Murni, 2021). Dengan demikian, meskipun secara faktual telah terjadi pembayaran
dan penguasaan fisik tanah, secara yuridis hak atas tanah tersebut belum beralih
secara sah. Analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial di
masyarakat dengan norma hukum yang berlaku. Masyarakat cenderung
mengutamakan kesepakatan lisan dan legitimasi sosial, sementara sistem hukum
pertanahan nasional menekankan pentingnya pembuktian formal dan kepastian
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administrasi. Ketidaksesuaian ini menjadi faktor utama yang memicu potensi
sengketa di kemudian hari.

Dari perspektif perlindungan hukum, ahli waris yang dirugikan memiliki hak
untuk menuntut pembatalan perjanjian melalui jalur perdata. Mereka dapat
mendalilkan bahwa penjualan dilakukan tanpa persetujuan seluruh pemilik sah,
sehingga perjanjian tersebut cacat secara hukum. Di sisi lain, pembeli yang tidak
melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status kepemilikan tanah harus
menanggung risiko hukum atas kelalaiannya (Izwar, 2022).

Selain itu, prinsip kehati-hatian (prudential principle) seharusnya menjadi
pedoman bagi setiap pihak yang melakukan transaksi pertanahan. Pembeli yang
beritikad baik sekalipun tetap wajib memastikan bahwa penjual memiliki
kewenangan penuh atas objek yang diperjualbelikan (Aulia, 2022). Apabila
kewenangan tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka pembeli berada
dalam posisi hukum yang rentan. Dalam perspektif yang lebih luas, kasus ini
mencerminkan pentingnya edukasi hukum agraria di tingkat masyarakat desa (Aulia,
2022). Aparat desa perlu memahami batas kewenangannya dan memberikan arahan
yang tepat kepada masyarakat mengenai prosedur peralihan hak atas tanah. Tanpa
pemahaman yang memadai, praktik-praktik informal akan terus terjadi dan
berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis terhadap ketentuan dalam Undang-
Undang Pokok Agraria, penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris
di Desa Margorahayu tidak memenubhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan
hak atas tanah. Terdapat cacat kewenangan dari sisi subjek hukum dan cacat formil
dari sisi prosedur peralihan hak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum
dalam bidang pertanahan hanya dapat terwujud apabila setiap peralihan hak
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penjualan tanah warisan tanpa
persetujuan seluruh ahli waris di Desa Margorahayu Kabupaten Mesuji menunjukkan
adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial masyarakat dengan ketentuan hukum
pertanahan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah yang masih berstatus
boedel waris dijual secara sepihak tanpa persetujuan seluruh pemilik bersama dan
tanpa akta otentik PPAT, sehingga tidak memenuhi syarat materil maupun formil
peralihan hak atas tanah. Secara yuridis, tindakan tersebut mengandung cacat
kewenangan dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme peradilan, meskipun
secara sosial dianggap sah oleh masyarakat karena didasarkan pada kesepakatan dan
pengesahan aparat desa. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum
agraria dan tertib administrasi pertanahan guna menjamin kepastian dan
perlindungan hak bagi seluruh ahli waris.

Adapun kekurangan penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang terbatas
pada satu kasus dan satu wilayah desa, sehingga generalisasi temuan masih bersifat
kontekstual. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek
perbandingan dengan putusan pengadilan atau efektivitas pengawasan dari kantor
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pertanahan setempat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk
memperluas objek penelitian pada beberapa daerah berbeda guna memperoleh
gambaran yang lebih komprehensif, serta menambahkan pendekatan normatif
melalui analisis putusan pengadilan terkait sengketa serupa. Kajian lanjutan juga
dapat menyoroti peran PPAT dan aparat desa dalam mencegah terjadinya transaksi
cacat hukum, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga
memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi pembaruan praktik pertanahan di
tingkat lokal. research.
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